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ABSTRAK

Jgjaring PK PR merupakan salah satu upayauntuk keberhasilan pelaksanaan PKPR. Pendlitianini
bertujuan untuk menganaisisstakehol der yang terlibat didal am program pengembangan PK PR, ditinjau
dari perseps tingkat pengaruh (power), sikap (attitude) dan keterlibatan (interest) kaitannyadengan
langkah strategisPK PR. Pendlitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
kuadlitatif, subjek penelitian add ah stakehol der yang berasd dari unsur pemerintah (BAPPEDA, Dinas
Keschatan, BAPERMAS, DinasPendidikan, Dinas Sosid Pemudadan Olahraga, KementerianAgama).
Pengambilan datadengan menggunakan wawancaramenda am antarapendliti dan stakehol der terkait.
Hasil pendlitian menunjukkan bahwastakeholder pemerintah mempunyai pengaruh yang kuat dalam
pel aksanaan langkah strategi s PK PR. Namun ada beberapa stakehol der yang mempunyai pengaruh
yang lemah dan keterlibatannya masih pasif dikarenakan keterbatasan sumber daya dan belum
mengetahui sertamenyadari besaran kasuskesehatan remga. Dengan demikian perlu adanyapenguatan
komitmen dari berbagal stakeholder untuk membentuk sikap yang mendukung melaui peraturanyang
mengatur tentang bataskewenangan masing-masing stakehol der didalamimplementas program PKPR
baik ditingkat pengambil keputusan sampai ke kelompok sasaran.

Kata Kunci : PKPR, Sakeholder, Pemerintah

ABSTRACT

Government Stakeholder AsA Prime Mover In Successfull For Networking Of Youth Health
Care Service; PKPR networking is one of the efforts for successful implementation PKPR. This
study aims to analyze the stakeholders involved in the devel opment program PKP , in terms of
perception of the level of power, attitude and interest related to strategic actions PKPR . This
research was a descriptive study using qualitative methods, research subjects are stakeholders
drawn fromgovernment (Health Departement , Community Empower ment and Family Planning
Department, Department of Education, Youth, Sports and Social Welfare Department, Religious
Departement). Collecting data used in-depth interviews between researchers and stakehol ders.
The results showed that the government stakeholders have a strong influence in the
implementation of strategic measures PKPR. However there were some stakehol ders who have
a weak influence and involvement was passive due to limited resources and have not to know
and realize the amount of cases of adolescent health. Thus the need for strengthening the
commitment of the various stakehol ders to shape the attitudes that support through regulations
governing the competence of each stakeholder in the implementation of the program at both
PKPR decision makers to target groups .

Keywords : PKPR , Stakeholders , Government
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PENDAHULUAN

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR) sgjak tahun 2000 telah menjadi Program
Pembangunan Nasional 2000-2004 (Program
Pembangunan Nasiona / Propenas). Ini berarti
bahwaprogram K esehatan Reproduks Remgja
telah menjadi salah satu dari prioritasnasional
(Situmorang September 2003). Segjak tahun
2000 di tingkat nasional telah dibentuk Komisi
K esehatan Reproduks untuk mengkoordinasi
program seperti kesehatan reproduks remaja,
melibatkan lima departemen/lembaga, yaitu
Departemen Kesehatan, BKKBN, Departemen
Pendidikan Nasiond, Departemen Agama, dan
Departemen Sosial, serta LSM. Komisi ini
seharusnyadibentuk hinggaketingkat kabupaten
untuk menghindari tumpahtindih program. Oleh
karena itu strategi yang ditetapkan untuk
mel aksanakan kebijakan tersebut sal ah satunya
yaitu pel aksanaan pembinaan kesehatan remgja
dilaksanakan terpadu lintas program dan lintas
sektor, pemerintah dan sektor swasta, serta
LSM, sesuali dengan peran dan kompetensi
masing-masing sektor secaraefektif dan efisen
sehinggamencapal hasil yang optimdl.

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) adaah suatu mode pelayanan kesehatan
bagi remgjadi Puskesmasyang dikembangkan
oleh Direktorat Kesehatan K uargaDepartemen
Kesehatan RI. Keberhadlanimplementas PKPR
dipengaruhi oleh keterlibatan semuapihak, mula
dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan,
pel aksana program, masyarakat dan remaja.
Keberhasilan PKPR dipengaruhi oleh
pel aksanaan langkah strategis PK PR (Depkes
RI 2005). Langkah strategis PKPR adalah
sebagai berikut (Departemen K esehatan 2009) :
(1) Identifikas masdah mdaui kgian sederhana;
(2) Advokas Kebijakan Publik; (3) Integras dan
Kolaborasi; (4) Persiapan PKPR (Sosialisasi
Internal, Penunjukan Petugas Peduli Remaja,
Pembentukan Tim, Pelatihan Formal Petugas
PKPR, Penentuan JenisK egiatan dan Pelayanan
serta Sasaran, Pemenuhan Sarana dan
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Prasarana, Penentuan Prosedur Pelayanan); (5)
Sosialisasi eksternal; (6) Pelaksanaan PKPR
(Pemberian Informas dan edukasi, Pelayanan
klinismediis, Konsdling, Pendidikan Keterampilan
Hidup Sehat, Pelatihan Pendidik Sebayadan
Konselor Sebaya, Pelayanan Rujukan); (7)
Monitoring dan Evaluasi; (8) Pencatatan dan
Pelaporan

Keterlibatan stakeholder mulai dari
pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan
hinggasasaran kebijakan, di dalam PK PR sangat
penting untuk keberhasilan pel aksanaan PKPR.
Jgjaring dan mapping stakehol der merupakan
salah satu standar pelaksanaan PKPR. PKPR
add ah satu-satunyaprogramlayanan KRR yang
memiliki standar jejaring dan pemetaan
stakeholder dan tugas pokok membentuk TIM
KRR mulai dari Pusat, Propinsi, Kab/Kota
hingga Kecamatan. Panduan PKPR telah
dijelaskan peran dari masing-masing sektor
(sektor kesehatan, sektor sosial, sektor
pendidikan, sektor agamadan sektor keluarga
berencana), namun peranini belum tergambar
secara jelas dan rinci (Tengah 2012).
Stakeholder pemerintah sebagal prime mover
jgaring PK PR dimanapemerintah dapat menjadi
penggerak/ inisiator/ faslitator/ motor dari suatu
forum sehinggaforum dapat mencapai tujuannya
(KemenkesRI 2011).

K eberadaan kerjasama lintas sektoral di
tingkat kota dalam bentuk Komisi Kesehatan
Reproduks Remajasudah mendapat dukungan
berupa Surat K eputusan Walikotas Semarang
N0 440.05/277 tentang pembentukan Komisi
K esehatan Reproduks K ota Semarang tanggal
13 November 2007. Komisi ini bertugas
menyusun program kerja dan kegiatan
operasiona dan pedoman kegiatan dalambidang
kesehatan reproduks, menel aah, mengevauas,
merumuskan dan memecahkan permasdahan di
bidang kesehatan reproduksi. Komisi ini
beranggotakan bermacam-macam organi sasi
antaralain BKKBN, Departemen Agama, Dinas
K esehatan, Dinas Pendidikan dan K ebudayaan,



Stakeholder Pemerintah Sebagai ... (Muthmainnah, Sutopo PJ, Antono S)

DinasSosid, dan L SM yang bergerak di bidang
kesehatan reproduksi seperti PILAR PKBI.
Berdasarkan penelitian tahun 2009 komisi ini
belum optimal dibuktikan belumterlihat dampak
keberadaan komisi ini terhadap implementasi
KPR, Forumrapat di tingkat Kecamatan tidak
dimanfaatkan untuk melakukan upayaadvokas
pelayanan remgja, sehinggamas h adahambatan
pel aksanaan kegiatan PK PR dari pihak sekolah,
belum adaupayamelibatkan remaja, orang tua
remajadan masyarakat dalam pelayananremaga
secaraaktif (Palupi 2008).

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan
bahwa keterlibatan stakeholder pemerintah
sangat penting dalam mendukung keberhasilan
implementasi suatu kebijakan (PKPR).
Sakeholder pemerintah sebagai pengambil
kebijakan terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan KB, Dinas Pendidikan dan
K ebudayaan, Departemen Agama). Oleh karena
itu diperlukan penelitian yang mengkaji
“Bagaimanaanalisis stakeholder pemerintah
terhadap implementasi program Pelayanan

Kesehatan Peduli Remagja (PKPR) di Kota
Semarang?’. Dimanapenditianini akanmengkgi
persepsi stakeholder pemerintah terhadap
tingkat pengaruh kekuasaan (power), tingkat
keterlibatan (Interest), dan sikap (Attitude) yang
dikaitkan dengan langkah strategis Program
PKPR.

METODE

Jenispenelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Subyek penelitian
berkedudukan sebagai pejabat struktura sebagai
(KepalaBidang/K epalaBagian/K epala Seksi
yang berkaitan dengan layanan kesehatan
remaja) atau pengambil keputusan di dalam
ingtang /organisad, diperoleh stakeholder yang
berfungsi sebagai decision maker : (1) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA); (2) Dinas Kesehatan Kota
(DKK); (3) Departemen Agama; (4) Dinas
Pendidikan Kota (DISDIK); (5) Dinas Sosid,
Pemudadan Olah Raga (Dinsospora) : Bidang
Kepemudaan, Karang Taruna dan Pelayanan
Sosidl; (6) Badan Permberdayaan M asyarakat

Tabel 1. Karakteristik Subjek Pendlitian Berdasarkan Umur, JenisKelamin, Ingtitusi, Pendidikan

Terakhir, dan Pangkat/Golongan

Umur Jenis Pendidi-
No . Institusi kan Pangkat /golongan Jabatan
(tahun) Kelamin .
Terakhir
40 L BAPPEDA S2 Penata Tk.l /Il1.d KaBid Sosial Budaya
Ka. Sie Kesehatan
46 L DKK S2 PenataMuda/lll.a Anak dan Remaja
KaBid Pelayanan KB
47 L BAPERMASKB S1 Penata Tk.l /Il1.d dan Perlindungan Hak
Reproduksi
44 L DINSOSPORA 1 S PenataTkl/lld FembinaKarang
) : Taruna
52 L DINSOSPORA 2 2 PenaaTkl/lld K& SiePelayanan
Sosial
49 L DINSOSPORA 3 S2 Pembina/IV.a KaBid Kepemudaan
. Ka. Bid Pendidikan
49 L KEMENAG S2 Pembina/lV.a Agama Islam
. Ka. Sie Analisadan
50 L DISPENDIK S2 Pembina/lV.a Pengembangan
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Tabel 2 Hasil Analisis Pemetaan Stakeholder Pengambil Kebijakan (Decision Maker)
berdasarkan Dimens Sikap, Pengaruh dan K eterlibatan Kaitannya Dengan Langkah
Strategis PK PR Di Kota Semarang

Stakeholder S1 2 S3 A S5 S6 S7 S8
Sikap + + + + + +
Pengaruh + + +
BAPPEDA Keterlibatan + + + - - -
Penyelamat | Penyelamat | Penyelamat Pemerhati Pemerhati Pemerhati
Tingkat Lebihcepat | Lebihcepat | Lebihcepat Lebih Lebih Lehih cepat
Adopsi lambat lambat
Sikap + + + + + + +
Pengaruh - + + - - + +
Keterlibatan - + + - - + +
DKK Pemerhati | Penyelamat | Penyelamat | Pemerhati | Pemerhati Penyelamat | Penyelamat
Tingkat Lehihcepat | Lebihcepat Lebih Lebih Lebihcepat | Lebihcepat
Adopsi lambat lambat
Sikap + + + + + +
Pengaruh + + + - +
BAPERMAS | Keteribatan * * * ) ’
Penyelamat | Penyelamat | Penyelamat | Pemerhati | Penyelamat Pemerhati Jebakan
Tingkat Lebih cepat | Lebihcepat | Lebihcepat Lebih Lehih cepat Lebih Lebih
Adopsi lambat lambat lambat
Sikap + + + + + + +
Pengaruh - + + - + +
DISDIK Keterlibatan - + + - + +
Pemerhati | Penyelamat | Penyelamat | Pemerhati | Penyelamat Penyelamat | Pemerhati
Tingkat Lebih Lebihcepat | Lebihcepat Lebih Lehih cepat Lebih cepat Lebih
Adopsi lambat lambat lambat
Sikap + + + - + + +
Pengaruh
DINSOS- | Keterlibatan - - *
PORA1 Pemerhati Pemerhati Kawan Jebakan Pemerhati Pemerhati Pemerhati
Tingkat Lehih Lebih Lehih Lebih Lebih Lebih Lebih
Adopsi lambat lambat lambat lambat lambat lambat lambat
Sikap + + + + + + +
DINSOS- | Pengaruh * *
PORA 2 Keterlibatan + + +
Penyelamat | Penyelamat Kawan Pemerhati Pemerhati Pemerhati Pemerhati
Sikap + + + + + + +
DINSOS- | Pengaruh * * *
PORA3 | Keterlibatan * * *
Penyelamat | Penyelamat | Penyelamat | Pemerhati Pemerhati Pemerhati Pemerhati
Sikap + + + - + + +
Pengaruh
KEMENAG -
Keterlibatan - - +
Pemerhati Pemerhati Kawan Jebakan Pemerhati Pemerhati Pemerhati
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Keterangan Tabel :
Sikap

Pengaruh : (+) Cenderung Memiliki Pengaruh Kuat

(-) Cenderung Memiliki Pengaruh Lemah
Keterlibatan : (+) Cenderung Ingin Terlibat Aktif
(-) Cenderung Ingin Terlibat Pasif

dan KB (BAPERMASKB). Pengumpulan data
diperolehlangsung dari lokas penditianmedui
wawancaramendalam berdasarkan pedoman
wawancara antara peneliti dan stakeholder
terkait. Sedangkan pengolahan data dalam
penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan
kualitatif yang padaprins pnyaberprosessecara
analisadeskrips (content analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Stakeholder

Berdasarkantabel 1 menunjukkan sebagian
besar subjek penelitian (decision maker)
berpendidikan sarjanastrata 2, semua subjek
penditian (decision maker) berjeniskelamin|laki-
laki dengan rentang umur antara40-52 tahun,
mempunyai jabatan sebagal KepaaBidang atau
Kepala Seksi yang berkaitan dengan
pel aksanaan Program PK PR di K otaSemarang.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok
stakeholder pengambil keputusan memberikan
dukungan yang kuat terhadap implementasi
langkah program PKPR di Kota Semarang.
Namun hanyabeberapastakehol der pengambil
kebijakan yang mempunya pengaruh danterlibat
aktif. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa
sebagian besar stakeholder pengambil kebijakan
sebagai ‘penyelamat’ dan ‘ pemerhati’ dalam
implementasi langkah strategis PK PR di Kota
Semarang. Posis stakeholder ini berdasarkan
hasl| andig spemetaan masing-masinginforman.
Kelompok decision maker menyerahkan
sepenuhnya kepada kelompok provider atau
tidak mempunyai peran dalam langkah Strategis
‘pelaksanaan PKPR (S6)’. Oleh karenaitu pada
langkah ‘ pelaksanaan PKPR (S6)’ padatabel
4.6 tabel diberikan bayangan hitam (black
shadow).

: (+) Cenderung Mendukung dan (-) Cenderung M enolak

: Identifikasi masalah melalui kajian sederhana
: Advokasi Kebijakan Publik

: Integrasi, kolaborasi dan koordinasi

: Persiapan pelaksanaan PKPR

: Sosialisasi eksternal

: Pelaksanaan PKPR

: Monitoring dan evaluasi (MONEV) PKPR

: Pencatatan dan pelaporan

BABAKLBYBA

BAPPEDA mempunyal posisi sebagal
‘penyelamat’ . Hal ini dikarenakan BAPPEDA
mempunyai sikap yang mendukung, pengaruh
yang kuat dan terlibat aktif dalam melaksanakan
langkah strategis PKPR, meliputi identifikasi
masalah melalui kajian sederhana, advokasi
kebijakan publik, integrasi kolaborasi dan
koordinasi. Hal ini dapat diketahui dari
pernyataan BAPPEDA sebagai berikut :

“ ...Harusdilakukan penilaian dari masing-
masing SKPD apakah sudah sesuai
dengan vis misi Kota dan RPJM... *

“...BAPPEDA yang ngurursin
perencanaan Makro teknisnya tetap
masing-masing SKPD, kita emang
tugasnya mengevaluasi apakah program
dari masing-masing SKPD ada di Renstra
MDGs Kota. Jadi Renstra SKPD
mengacu pada RPJM apalagi sekarang
ada Perwali MDGs 2013...”

(Indept Interview BAPPEDA)

Upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA
adalah melakukan identifikasi program dari
masing-masing SKPD melalui data sekunder,
andisssasran RencanaK erjaAnggaran (RKA).
SdainituBAPPEDA jugamempunya pengaruh
dan terlibat aktif dalam melakukan advokasi
kebijakan publik. Posiss BAPPEDA sebagai
‘kawan’ memfasilitasi untuk melakukan
koordinasi kepada semua stakeholder dalam
mewujudkan kesehatan remaja sehinggatidak
terjadi tumpang tindih. BAPPEDA tidak terlibat
dalam operasional program PKPR. Meskipun
demikian BAPPEDA berharap pelaksanaan
program PK PR mempunyai langkah yang efektif
mulai dari tahap persiapan hingga monev.
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BAPPEDA memahami bahwamonev sdamaini
hanyadilakukan secarakuantitatif, dikarenakan
SKPD mempunyai kendalawaktu dan SDM.

Dinas Kesehatan Kota (DKK) adalah
leading sector dari program PKPR.
Berdasarkan hasil analisis pemetaan
menunjukkan bahwa posisi DKK sebagai
‘penyelamat’ dalam melaksanakan langkah
srategisPKPR, yaitu advokas kebijakan publik,
integrasi kolaborasi dan koordinasi, monev,
pencatatan dan pelaporan. Hal ini dapat diketahui
dari pernyataan berikut :

“...Ya perlu mbak, untuk menggoalkan
dana APBD, untuk matchkan juga
programdari sektor lain...”

“ ...Saat pemaparan di tingkat pemerintah
kota, pasti kita dapat wejangan kalau
kesehatan ya... tanggungjawab DKK,
jadi yang bertugas untuk sehatnya warga
Semarang ya DKK termasuk untuk
melakukan advokasi ke sektor lain...”

“...Setiap akhir tahun, Kepala DKK
mengaj ukan RKA ke PEMKOT, |ha pada
saat itu juga kita mengajukan untuk
disetujuikan kegiatan kerja lintas
sektor...”

(Indept Interview DKK)

Advokas kebijakan publik merupakan
upayaDKK daam mempengaruhi stakehol der
terkait delam mewujudkan kesehatan remaja.
Olehkarenaitu DKK jugamempunya pengaruh
danterlibat aktif dalam mel aksanakan kerjasama
lintassektor. Namun‘ pelaksanaan PKPR', DKK
menyerahkan sepenuhnya kepada pelaksana
program PKPR (Puskesmas).

Stakeholder pengambil kebijakan
selanjutnya adalah BAPERMAS KB.
BAPERMAS mempunyai posisi sebagai
‘penyelamat’ dalam melaksanakan langkah
identifikasi masalah, advokasi kebijakan,
koordinad, dansosdisas eksterna. Hal ini dapat
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diketahui dari pernyataan berikut :

“...ya kita usahakan semuanya terlibat
Mbak, terutama remaja. Kita ada forum
PIK Kota Semarang yang tahu remaja
butuhnya apa jadi kita tanya ke
ketuanya...”

(Indept Interview BAPERMAYS)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui
bahwa BAPERMAS mempunyai sikap yang
mendukung, pengaruh yang kuat dan terlibat aktif
dalam me akukanidentifikes masdah. Upayaini
dilaksanakan untuk menentukan kegiatan yang
dibutuhkan remaja melalui forum PIK-KRR
(Pusat Informas dan Konseling Kesehatan
Reproduks Remaja) K ota Semarang.

BAPERMAS mempunyal agendarutin per
tahun dalam menye enggarakan gang krestif dan
produktif. Kegiatanini disdenggarakan atasdasar
keinginan remaja dan peran aktif PIK KRR.
Namun pelaksanaan pelatihan pendidik dan
konsel or sebayabukan menjadi wewenang dari
BAPERMA Smeankan menjadi wewenang dari
BKKBN Propinsi. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa BAPERMAS juga
menyerahkan sepenuhnyakepadaremgadaam
mel aksanakan monev.

Sistem pencatatan dan pelaporan
BAPERMASmempunya poss sebaga jebakan.
Hal ini dapat ditunjukkan dari pernyataan sebagai
berikut :

“ ...sepertinya belum bisa ke arah sana
ya, SDMnya aja masih kurang, masalah
waktu juga belum lagi anggaran.”

“...kalau Bapermas remaja kan bagian
terkecil dari kita, jadi kita ga fokus pada
remaja saja...”

(Indept Interview BAPERMAYS)

BAPERMASmempunyai sikap yang tidak
mendukung, pengaruhnya lemah dan
keterlibatannya pasif dalam melaksanakan
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pencatatan dan pelaporan guna menciptakan
SIMKES Remaja. Hal ini dikarenakan
keterbatasan SDM, anggaran dan program
remajabukan merupakan bagian terkecil dari
programyang dimiliki olehBAPERMAS,

Dinas Pendidikan mempunyai posisi
sebagai ‘penyelamat’ dalam melaksanakan
advokas, koordinasi, sosiaisas eksternal, dan
monev. DimanaDISDIK mempunyai program
lombasekolah sehat dan menjadi imUK'S. Peran
Dinas Pendidikan sangat penting dalam
mel aksanakan program kesehatan remaja di
sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan dari
pernyataan sebaga berikut :

“...kita ga punya kekuatan yang detail
dibidang kesehatan jadi kita perlu
kerjasama dengan dinas kesehatan untuk
mendampingi sekolah sehat. Dinkes kita
minta untuk sosialisasi informasi
kesehatan ke sekolah-sekolah...”

“...penting, ga bisa kerja sendiri-sendiri
butuh SKPD lain sesuai dengan
bidangnya masing-masing...”

“...UKS kan punya SK bersama, UKS
tanggungjawabnya selain kita ya
dinkes,kabag kesra, depag...”

“ ...kita ada agenda pertemuan koordinas
rutin sebulan sekali untuk membicarakan
sekolah sehat...”

(Indept Interview DISDIK)

Pel aksanaan program kesehatan di sekolah
Dinas Pendidikan menjalin kerjasamadengan
SKPD lain, seperti Dinas Kesehatan dan
Kementerian Agama. Dalam memotivasi
pelaksanaan sekolah sehat, di sektor ini
mempunyai program nasional yaitu lomba
sekolah sehat yang diselenggarakan mulai dari
tingkat Kecamatan, Kota, Propinsi hingga
nasional. Lombasekol ah sehat ini jugamenjadi
indikator dalam monitoring pel aksanaan program
kesehatan di sekolah dan dapat dijadikan sebagai

mediasosalisas. DinasPendidikan mendukung
pel aksanaan pencatatan dan pelaporan guna
mewujudkan SIMKES remaja, namun selama
ini masing-masing SKPD mashbeumbersnergi
satu dengan yang lain. Pernyataan ini dapat
diketahui dari hasil wawancarasebagai berikut :

“...belum dilakukan, masing-masing
SKPD buat sendiri-sendiri jadi yang
punya program saja atau leading
sektornya saja. Kendalanya tidak ada
keterbukaan masalah anggaran,
semuanya punya kepentingan sendiri-
sendiri. Kadang dinar satu dengan yang
lain melakukan kegiatan yang sama jadi
numpuk, 4 SKPD jalannya sendiri-sendiri
kurang bersinergi, harusnya ada sistem
yang baik dari semua SKPD untuk saling
bersinergi tapi sampai sekarang masih
sendiri-sendiri. Selama ini kalau ada
program ke sekolah-sekolah tidak ada
feedback ke kita, sekolah mana yang
sudah dapat informasi kesehatan terus
laporannya bagaimana...”

(Indept Interview DISDIK)

Stakeholder pengambil kebijakan
selanjutnya yaitu Dinas Sosial Pemuda dan
Olahraga, Pembina Karang Taruna
mempunyai posisi sebagai ‘ pemerhati’ dalam
melaksanakan identifikas masalah, advokas,
sosialisasi eksternal, monev dan sistem
pencatatan dan pelaporan. Hal ini ditunjukkan
dari penyataaninforman sebagai berikut :

“...untuk pencatatan dan pelaporan
biasanya hanya sebatas kegiatanya apa
dan kendalanya apa. Data tentang
kesehatan remaja kita ga punya mbak.
Emang perlu mbak ada data tentang itu
tapi ya gitu mbak, kita ga pernah
dilibatkan...”

(Indept Interview DINSOSPORA1)
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Karang Taruna belum dilibatkan dalam
program kesehatan remaja. Karang Taruna
dilibatkan jikaadapermintaan dari pusat untuk
menjadikan Karang Taruna sebagai peserta
pelatihan kewirausahaan dari Bidang
Kepemudaan. Selain itu Karang Taruna juga
belum mengetahui istilah Program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaa(PKPR).

Bidang Pelayanan Sosial DINSOSPORA
mempunyai posis sebagai ‘pemerhati’ dalam
pelaksanaan program PKPR. Hal ini dikarenakan
Bidangini mempunyal sikap yang mendukung,
pengaruhnyalemah dan keterlibatannyapasif.
Selama ini bidang ini berperan sebagai
peningkatan keterampilan remgajaananmelaui
berbagai pelatihan. Tetapi terkait dengan
sosialisasi HIV, NAPZA dan kesehatan
reproduksi di remajajalanan, bidangini tidak
mempunya wewenang. Hal ini dapat diketahui
dari pernyataan berikut :

“...Persiapan pelaksanaan kegiatan
pemberdaayan anak jalanan, kita
biasanya menghubungi lembaga-lembaga
pelatihan. Kalau kesehatan remaja kan
punyanya DKK kita hanya teknisnya di
lapangan tentang remaja jalanan, itu pun
kalau remajanya mau dibina...”

“...kita belum pernah melakukan
sosialisasi program PKPR ini biasanya
langsung oleh DKK untuk mengajak
remaja jalanan...”

(Indept Interview DINSOSPORA?2)

Bidang ini beranggapan bahwa program
kesehatan remgjamenjadi tanggungjawab Dinas
Kesehatan dan BAPERMAS. Sedangkan
pel aksanaan koordinas bidangini selduterlibat
aktif terutamadal am meningkatkan kuditashidup
remagjajalanan.

Bidang Kepemudaan Dinas Sosial
Pemudadan Olahraga. Posis bidangini sebagai
‘penyelamat’ dalam mel aksanakan identifikas
masalah, advokasi, koordinasi. Hal ini dapat
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diketahui dari pernyataan sebagai berikut:

“...kita sebenarnya diberi kewenangan
untuk melakukan itu tapi kita ga bisa
ngerjain sendiri, kita butuh kerjasama
dengan lembaga survei...”

“...kalau kita biasanya undang suara
merdeka kalau ada kegiatan
kepemudaan apalagi ada pertukaran
pemuda antar propinsi, negara, sarjana
penggerak pembangunan pedesaan,
pemuda pelopor...”

(Indept Interview DINSOSPORAS3)

Sogdisas program jugadilaksanakan oleh
bidang ini dengan melibatkan media koran
terkenal di JawaTengah. Bidang Kepemudaan
DINSOSPORA belum pernah mendengar istilah
PKPR. Belum ada program khusus kesehatan
remajadi bidang ini, bidang ini beranggapan
bahwa Dinas Kesehatan yang mempunyai
tanggung jawab dalam pel aksanaan program
kesehatanremaja.

Stakeholder pengambil kebijakan yang
terakhir adalah Kementerian Agama. Posis
KEMENAG sebagai ‘pemerhati’ dalam
melaksanakan identifikas masal ah, advokasi,
sosialisasi eksternal, pelaksanaan, monev,
pencatatan dan pelaporan. Hal ini dapat
ditunjukkan dari pernyataan sebagai berikut :

“ ...Sebenarnya perlu mbak, tapi kita
ga da dana baisanya kita manut sama
program pusat kalau pun ada program
dari litbang fokus pada kurikulum
pendidikan agama islam...”

“...kegiatan seperti emang harus
semuanya tahu tapi sayangnya kita ga
punya program khusus kesehatan. Kalau
ada undangan dari kesra kita selalu
proaktif...”

“...sosialisasi perlu supaya semuanya
tahu kalau ada program kesehatan
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remaja. Kita biasanya diundang untuk
diminta sosialisasi program ini tapi ya
kembali lagi mbak keterbatasan dana,
DM jadi kita belum melaksanakan...”
(Indept Interview KEMENAG)

KementerianAgamamempunya Skapyang
mendukung dalam pelaksanaan program
kesehatan remgjatetapi wewenang KEMENAG
lemah, dan keterlibatannya masih pasif.
KEMENAG belum ada program khusus
kesehatan remgjakarenaketerbatasan anggaran
dan SDM. Hasl| wawancarajugamenunjukkan
bahwa program kesehatan remaja belum
dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren.
Pel aksanaan monev dan pencatatan pelaporan
KEMENAG mempunya skapyang mendukung
namun dalam pelaksanaannya masih belum
terlibat aktif. Hal ini dikarenakan KEMENAG
beranggapan bahwalangkah ini bukan menjadi
tanggung jawabnya melainkan SKPD yang
mempunyai program kesehatan dan badan
Statigtik.

DKK, BAPERMAS, DISDIK merupakan
stakeholder yang potensia dalam melaksanakan
implementas PKPR. Sakholder ini mempunyai
program kesehatan remajadan berusahauntuk
selauterlibat aktif dalam kegiatan koordinasi.
Namun berdasarkan hasil wawancara
menunjukkan bahwa pel aksanaan kerjasama
antar sektor belum terlaksanadengan optimal .
Hd ini dikarenakan belum adanyaketerbukaan
alokas anggaran dari masing-masing sektor.
Bidang Pelayanan Sosial DINSOSPORA dan
KEMENAG mempunyai posisi yang paling
lemah dalam pelaksanaan PKPR. Hal ini
dikarenakan stakeholder ini belum mempunyai
alokasi anggaran untuk program kesehatan
remaja. Selainitu keterlibatan stakeholder ini
sebatas karena permintaan dari stakeholder
yang mempunyai program kesehatan remgja.

Menurut Gray et all (1994) dalam Ghazali
dan Chairi (2007) menyatakan bahwa
kel angsungan hidup organisas bergantung pada

dukungan stakeholder yang kuat dan dukungan
tersebut harusdicari sehinggaaktivitasorganisas
adal ah untuk mencari dukungan tersebut. Makin
powerful stakeholder, makin besar usaha
organisasi untuk beradaptasi (Sybille 2000).
Leading sector dalam hal ini DKK merupakan
stakeholder yang memiliki kekuasaan yang dapat
mempengaruhi bagaimana terjadinya proses
pengambilan keputusan, alternatif apa yang
dipertimbangkan dan kapan suatu keputusan
diambil. Karena kekuasaan merupakan
kemampuan untuk mempengaruhi individu,
kel ompok, keputusan atau kejadian tertentu.

Didalam kelompok pengambil keputusan,
suatu kebijakan akan mempengaruhi pencapaian
target dari tujuan yang telah ditetapkan, tetapi
harusmemperhitungkan sgjauh manakontribus
dari masing-masing stakeholder, dengan
demikian upaya untuk mempengaruhi
stakeholder lain sangat dibutuhkan. French dan
Raven mendefinisikan bahwapengaruh adalah
pengendalian yang dilakukan oleh seseorang
dalam organisas (masyarakat) terhadap orang
lain. M erekamengatakan bahwakekuatan suatu
kekuasaan yang dimiliki seseorang ddamsstem
tertentu adalah kemampuan potensial
maks mumnyauntuk mengendaikan.

Pengaruh stakeholder biasanya untuk
mendukung strategi organisasi karena
stakeholder utama merupakan bagian yang
diperlukan dalam tim organisasi. Kunci dari
kewenangan dan tanggung jawab stakehol der
ini meliputi: 1) Memberikan kepemimpinan
kepada organisasi, 2) Mengalokasikan
kemampuan untuk digunakan dalam designdan
hadil, 3) Membuat dan menjagahubungan dengan
semuastakehol der, 4) Mengatur keputusan yang
berhubungan dengan design dan pel aksanaan
strategi untuk mejaankan program, 5) Mengatur
kebudayaan yang berbedadari sebuah program
serta membawa orang-orang yang memiliki
kemampuan yang berkualitasuntuk keuntungan
organisasi, 6) Melakukan penilaian secara
berkal aterhadap keefektifan dan keefisienan
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organisas dalam mel aksanakan pekerjaanyang
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab.

Seperti telah dikemukakan pada materi
sebelumnya (panduan PKPR), masalah
kesehatan remaja adalah masalah yang
multidimens sehinggamemerlukan kerjasama
dari multi sektor untuk menanganinya. Setiap
sektor memiliki perannyamasing-masing sesuai
dengan kompetensinya di bawah koordinasi
pemerintah daerah. Dari pengalaman SM-PFA,
dapat diketahui peran masing-masing sektor
dalam K esehatan Reproduks Remagja, padasis
demand, BKKBN antara lain menggarap
peningkatan kesehatan reproduks remgamedui
Bina Keluarga Remaja, fasilitator, dan
pengembangan pendidik sebaya(peer educator)
serta konselor sebaya (peer counselor).
Sedangkan Depdiknas menggarap peningkatan
kesehatan reproduksi remagja melalui jalur
sekolah. Depag menggarapnyamelaui sekolah-
sekolah agama serta pondok pesantren, juga
memfasilitas remgamagid. SementaraDepsos
lebih menekankan padaremaa-remaadi luar
sekolah, seperti misalnyakelompok anak jalanan
(DepkesRI 2003).

Pemetaan stakeholder adalah suatu
pendekatan yang dikembangkan untuk mengatas
permasalahan mendasar terkait dengan
pel aporan tentang dampak suatu pembangunan.
Tujuan dari pemetaan stakeholder ini antaralain
(1) Sebagai metode untuk memetakan
stakeholder yang terkait dengan suatu kebijakan
atau program, (2) Untuk memberikan gambaran
atas faktor-faktor yang terkait dengan suatu
program atau kebijakan, (3) Membantu untuk
dapat memfokuskan kegiatan advokas sesuai
dengan stakeholder yang dituju, dan (4)
Menunjukkan kel ebihan dan kekuranganmasing-
masing stakeholder terkait dengan kebijakan
atau program tertentu (Achterkamp 2006).
Hubungan antara power dan interest
stakeholder dalam suatu organisasi atau
penentuan kebijakan dibedakan dalam empat
kategori, jikastakeholdernya mempunyai (1)

54

Power dan interest rendah maka tidak bisa
dilibatkan, (2) Power tinggi tapi interest nya
rendah maka hanya dijadikan konsultan/
penasehat, (3) Power rendah tapi interest tinggi
maka ditempatkan sebagal narasumber, (4)
Power dan interest tinggi maka stakeholder
tersebut merupakan penentu keputusan
(Sudarmo 2009).

SIMPULAN

Stakeholder pemerintah sebagai prime
mover jgaring PKPR dikarenakan stakeholder
ini memiliki wewenang karena bagian dari
birokrasi, memiliki kemungkinan sumber dana
karena berhak mengajukan dana dan
menggunakan uang pajak masyarakat, memiliki
sfat kedinasandanforma, birokras forma yang
lebihtinggi sering lebih dipatuhi olehbirokras di
bawahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan
penguatan kembali Komisi Kesehatan
Reproduksi sebagai upayauntuk membentuk
jgaring PKPR lintas sektor. Kemudian melalui
komisi ini jugadapat dirumuskan pembagian
tugas pokok, fungsi dan kewenangan sesuai
dengan kapasitas dari masing-masing sektor.
Selain itu komisi ini dapat memperjelas pola
hubungan kerja dan komunikasi sehingga
terbentuk sstem koordinas yang lebih efektif dan
menjamin keterlibatan berbagal stakeholder yang
terkait.
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